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Arifandi Ariza Razak, Impelementasi Peraturan Bupati Berau Nomor
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Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pulau Derawan, dibawah
bimbingan Drs. H. Muhammad Noor, M.S dan Lutfi Wahyudi, SSos, M.S.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten
Berau. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian
kepustakaan,observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada
penelitian ini terdiri dari masing-masing Kepala Seksi (KaS) yang ada dalam
struktur Organisasi Kecamatan Pulau Derawan dan seluruh kepala kampung
yang mempunyai kompetensi dibidangnya. Data-data yang dikumpulkan
kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Implementasi (pelaksanaan) Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun
2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di
Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dirangkai melalui kegiatan
umum pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu meliputi Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
pemelihara prasarana dan fasilitas umum, penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan, penyelenggaran pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan
terakhir pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa
Implementasi (pelaksanaan) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Rincian Tugas Pokok, Fungs dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau telah dapat terlaksana tetapi
belum optimal karena masih adanya hambatan di bidang kegiatan
penyel enggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu kualitas SDM yang
belum merata serta masi h terbatasnya sarana teknologi dan informasi.
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Pendahuluan
Latar Belakang

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah nemngéanyak
perubahan yang sangat signifikan sejak diberlakukanUndang-undang
Otonomi Daerah. Salah satu undang-undang tentarpmwi daerah adalah
undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, selanjutnya pahé& undang-undang
nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah aepaggganti undang-
undang nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang 32 T&0@4 mengatur
tentang pemerintahan daerah dan memuat tentanmpadlan wewenang
pemerintah kepada daerah otonom, dimana daerah daleuntuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat nieprakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat. Perubahan-perubgbag dilakukan
sesungguhnya adalah langkah yang ditempuh oleh rpgaie dalam
menyikapi tuntutan masyarakat sejak dijalankannye eeformasi.
Pemberlakuan Undang-undang Otonomi Daerah, merostah satu bentuk
pelaksanaan pemerintahan, kemudian untuk melaksanglemerintahan
tersebut selanjutnya pemerintah pusat memberikenerk@gan pada masing-
masing daerah di Indonesia untuk menjalankan redaepntahannya sendiri.
Untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki Pemahint Daerah,
diperlukanlah suatu organisasi.

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan perapearerintah
nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi peranglatldamaka pemerintah
kabupaten Berau mengambil langkah kebijakan dengangeluarkan
Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 TenfRangan Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. datan Pulau Derawan
selaku organisasi perangkat daerah kabupaten Blemauurut serta dalam
penyesuain Peraturan Bupati tersebut. Masalalyanty terjadi di kecamatan
Pulau Derawan setelah berlakunya Peraturan BugaiuBNomor 18 Tahun
2008 yaitu tugas pokok umum pemerintahan yang bé&utata sesuai dengan
peraturan bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diategadi sebuah hal
yang menarik perhatian penulis melakukan peneliteariang implementasi
peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008, Sdiaygu mengangkat
masalah tersebut kedalam sebuah tulisan berbehktypsisyang berjudul;
Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Kecamatan Pulau Derawan.

Kerangka Dasar Teori
Kebijakan Publik

Menurut Richard Rose (dalam Budi Winarno, 2002) ijla&bn
hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatalg yaalikit banyak
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berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya Inagieka yang

bersangkutan daripada sebagai suatu keputusanderskebijakan dipahami

sebagai arah atau pola kegiatan, dan bukan seked#u keputusan untuk
melakukan sesuatu.

Proses Kebijakan

Proses analisis kebijakan public adalah serangkabtivitas yang
dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat ipolitktivitas politis tersebut
nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakgrlementasi kebijakan,
dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas pesamumasalah, forecasting,
rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasijikbn adalah aktivitas yang
lebih bersifat intelektual. Proses pembuatan kkhlija merupakan proses
komplek, sistematis, dan terstruktur karena haretewati proses atau tahap-
tahap yang cukup panjang.

I mplementasi

Gordon (dalam Pasolong, 2007:58), mengatakan bampkemetasi
berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahk@ea nealisasi program.
Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk goeganisir,
mengintrepetasikan, dan menerapkan Kkebijakan yaglgh t diseleksi.
Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-dan metode-metode
untuk melaksanakan program. Interpretasi berken@mgan mendifinisikan
istilah-istilah program kedalam rencana-rencana gtnnjuk-petunjuk yang
dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakanrum&nt-instrument
mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, mietéakupembayaran-
pembayaran. Atau dengan kata lain implemtasi mé&arpdahap realisasi
tujuan dan tujuan-tujuan program. Dalam hal ini gygrerlu diperhatikan
adalah persiapan implemenatsi, yaitu memikirkan denghitung secara
matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kaggarmasuk hambatan
atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan cagay#sg diserahi tugas
melaksanakan program.

I mplementasi Kebijakan

Menurut Joko Widodo (2007,85) Implementasi kebirakaerupakan
salah satu tahapan dari proses kebijakan pphbbt¢ policy process sekaligus
studi yang sangarucial. Bersifatcrucial karena bagaimanapun baiknya suatu
kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakacara baik dalam
implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akaas bdiwujudkan.
Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknyaigess dan perencanaan
implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan @endpaik maka tujuan
kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengaemidtian, kalau
menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengal Imaka bukan saja
pada tahap implementasi yang harus dipersiapkandalancanakan dengan
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baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pearbkabijakan juga telah
diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008

Di dalam peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2@6@hgatur
secara jelas tentang rincian tugas pokok, fungsitdia kerja kecamatan dan
kelurahan, adapun yang dimaksud rincian tugas pdkmigsi dan teta kerja
kecamatan dan kelurahan yaitu sebagai berikut :

Tugas Pokok Kecamatan adalah :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Makgs

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentrataarketertiban
umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perapgaimdang-
undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan téasilpelayanan
umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perabant ditingkat

kecamatan;

Membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung damakan;

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadig rdisngkup

tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanalkemenntahan

Kampung dan Kelurahan.

No

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep pendukung yang addka rpenulis
merumuskan definisi konsepsional sesuai dengan | jupenelitian ini
Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 T&008 Tentang Rincian
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan ddarddean merupakan
suatu rangkaian aktivitas pelaksanaan kebijakan epatahan untuk
menjalankan roda pemerintahan, dengan mengaturasgdas tugas pokok
Kecamatan dalam hal ini Kecamatan Pulau Derawamnpatien Berau.

M etode Penelitian
Jenis Pendlitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskrggngan melakukan
pendekatan kualitatif karena penelitian ini berniaksuntuk menentukan,
memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran ip@ngalam tentang
suatu keadaan secara objektif.

Menurut Moleong (2006 : 11) bahwa deskriptif atlaldata yang
dikumpulkan berupa kata—kata, gambar dan bukaneasagigka, dari pendapat ini
dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkita yang mungkin berasal
dari naskah, wawancara, catatan lapangan, fotoeveicorder, dokumen pribadi,
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catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Sélapertanyaan yang sering
ditanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaitegadinya senantiasa
dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian penéliak akan memandang
bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaanya.

Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi perluasan dalam penelitian inerta untuk
memudahkan dalam pencarian data maka penulis measKak penelitian
pada tugas pokok Kecamatan yaitu :
Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
Penerapan dan penegakan peraturan perundang- andang
Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat keteam
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dak&ltaahan.
Pelaksanakan pelayanan masyarakat.

NookwNE

Jenisdan Sumber Data

a. Sesuai dengan judul dari penelitian ini makasjgrenelitian ini bersifat
deskriptif kualitatif,yaitu penelitian yang memakan dan bertujuan untuk
memberikan gambaran serta penjelasan dari vaneng di teliti. Penelitian
deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian untukembuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktaal,afurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomeme ydiselidiki.Dalam hal ini
adalah memberikan gambaran tentang implementaaiysan bupati Berau
nomor 18 tahun 2008 tentang rincian tugas pokokgdu dan tata kerja
kecamatan dan kelurahan di kecamatan Pulau Derawan.

b. Pada penelitian ini, untuk menentukan informan psrmaengunakan teknik
purposive yaitu penentuan sampel disesuaikan dengsm penelitian.
Adapun yang menjadi key informan dalam penelitraradalah :

Camat, Kecamatan Pulau Derawan.

Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini atal

1. staff di kantor kecamatan Pulau Derawan

2. beberapa tokoh masyarakat kecamatan Pulau Derawan

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penuliguk memperoleh
data yang diperlukan ,yaitu :
1. Penelitian kepustakaan (Library Reserch)

Penelitian kepustakaan adalah menelusuri berbagterensi yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibuatmeampelajari literatur-
literatur yang ada hubungannya dengan penelitidnagse dasar teori dan
konsep dalam penyusunan skripsi.

2. Field Work Research (penelitian Lapangan)
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Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian ypegulis lakukan
dengan cara berhadapan langsung dengan objek yiaelgi. dPenelitian
lapangan ini meliputi :

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangamgenai keadaan dan
kondisi objek penelitian untuk menempatkan datagydiperlukan dalam
penulisan skripsi.

b. Wawancara, yaitu tanya jawab antara dua oraag labih secara langsung
dengan informan.

c. Dokumentasi, yaitu data, gambar, dan atakurden-dokumen yang
berkaitan dengan penulisan skripsi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan jenis penelitian pada skripsi inituydualitatif
Deskriptif yang sifatnya memaparkan, menggambarélan menceritakan
maka penulis hanya menggambarkan apa adanya sesgaada di lapangan
yaitu mengenai Implementasi Peraturan Bupati B&amor 18 Tahun 2008
Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata K&gmamatan dan
Kelurahan di Kecamatan Pulau Derawan KabupatenuBera

Data-data yang penulis peroleh tentang ImplemeR@sturan Bupati
Berau Nomor 18 Tahun 2008 di kecamatan Pulau Deralyzeroleh melalui
wawancara dengan pola bebas artinya peneliti demgarman seolah-olah
tidak sedang wawancara melainkan berdiskusi dapirmamng-bincang biasa
saja, berikut penulis sajikan hasil wawancara demgaponden sesuai dengan
indikator-indikator yang diuraikan dalam fokus piran.

I mplementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian
Tugas Pokok, Fungs dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan
Pulau Derawan

Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Ten®ingian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Keluraba tetapkan
pemerintah Kabupaten Berau pada tanggal 24 Dese?d0& dan kemudian
diberlakukan pada tahun yang sama, peraturan paeteini dimulai dengan
di keluarkannya undang-undang pemerintahan daeiéih yndang-undang 32
tahun 2004, kemudian diberlakukannya Peraturan Ret@e nomor 41
Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahnggghi pemerintah
Kabupaten Berau mengambil langkah kebijakan dengsngeluarkan
Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 TenfRangan Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.tdfarae Bupati Berau
Nomor 18 Tahun 2008 merupakan upaya dari pemériktebupaten Berau
dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan tuersgeara jelas tugas
pokok kecamatan dan kelurahan, sesuai yang diaiamdundang-undang
tentang pemerintahan daerah. Kemudian pada tahapaanjutnya
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diharapakan seluruh Kecamatan dan kelurahan daplatgsbersinergi
membentuk suatu keutuhan sistem pemerintahan dig&bn Berau

Dalam implementasi Peraturan Bupati Berau NomofTaBun 2008
Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata K&gmamatan dan
Kelurahan penulis hanya membahas yang menjadi fpkaslitiannya, yaitu
dilakukan dalam bidang:

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Pulau Derawan dalam rangka menjalankgas tpokok
yang diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor aBuh 2008 di bidang
kegiatan pemberdayaan dituangkan melalui progragrpm pemberdayaan
masyarakat Kecamatan Pulau Derawan, seperti ProgrBaerah
Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri (PDPM-Kdéramatan Pulau
Derawan dalam program ini berfungsi sebagai fasiit pelaksana dan
pengawas. Program ini juga telah berlangsung cudmna yaitu pada tahun
2010 dan masih berjalan sampai sekarang. Selaibalkwa dalam rangka
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bgegunan
kepariwisataan di Kecamatan Pulau Derawan dipangemlu membentuk
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pemerintah ketamPulau Derawan
juga telah berhasil melaksanakan program lain seper
1. Pembinaan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat).
2. Pembinaan Keagamaan.
3. Fasilitasi terbentuknya forum LPM Kecamatan Puauawan.
4. Pemerintah kecamatan Pulau Derawan telah melakye@mbinaan

Posyanteg(TTG)
5. Pemerintah kecamatan Pulau Derawan tealh mendinjeapustakaan
Pulau derawan untuk masyarakatnya.

6. UMKM Kabupaten Berau.
7. Pembinaan Koperasi Pulau Derawan.
8. Pembinaan industri Rumah tangga.

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertidaenum

pemerintah kecamatan Pulau Derawan berpedoman Pexduran Bupati
Berau Nomor 18 Tahun 2008 di bidang Penyelenggakaenteraman dan
Ketertiban UmumPemerintah kecamata Pulau Derawan juga mngupayakan
Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umunmiladiah Kecamatan
Pulau Derawan dilakukan dengan upaya koordinasidepihak-pihak terkait
yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, regu Linmas KatamPulau Derawan,
Polisi wilayah sekitar dan TNI Angkatan Laut serteelibatkan seluruh
masyarakat, selain itu pemerintah Kecamatan Pulagraizan juga
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mewajibkan seluruh kampung-kampung untuk membeRtigkamling dalam
hal menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing.

Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan

Upaya pemeritah kecamatan Pulau Derawan dalam laenja
Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- E@nddifakukan melalui
rapat-rapat koordinasi mengenai sosialisasi pematyerundang-undangan
yang diselenggarakan kecamatan Pulau Derawan salaotapat dilakukan
melalui forum perkantoran dan wilayah umum. KegiaRenerapan dan
Penegakan Peraturan Perundang- Undangan merupaledmn ssitu kegiatan
dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atautysara pemerintah.
Sebab segala bentuk peraturan perlu pemahamasedauia pihak.

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Dalam rangka menjalankan kegiatan pemeliharaanagmas dan
fasilitas pelayanan umum yang ada di kecamataruHddgawan. Pemerintah
Kecamatan Pulau Derawan menjalankan tugas tersilbidsanakan melalui
upaya :

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perandgkatah dan atau
instansi vertical yang tugas dan fungsinya dibidgogmeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam kpatean
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasaranaaddmat pelayanan
umum diwilayah kecamatan Pulau Derawan kepada Bupat

Penyelengaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Berdasarkan hasil wawancara penyelenggaran keg@gmerintahan
ditingkat kecamatan, pemerintahan kecamatan Pularavian telah
melakukan kegiatan penyelenggaran pemerintahaningkat kecamatan
melalui upaya mengkoordinasikan kegiatan masingagadalam struktur
organisasi kecamatan Pulau Derawan. segala kegi@ag berhubungan
dengan pembangunan Kecamatan Pulau Derawan menupeakgiatan
pemerintahan untuk itu pemerintah membentuk strukarganisasi
kecamatan.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan balasa igi kondisi
kantor Kecamatan Pulau Derawan sedang direnovdasipitekegiatan
pemerintahan di kecamatan Pulau Derawan tetapldrerjengan suasana
kantor yang tidak nyaman beberapa pegawai kecam@tdau Derawan
mengeluhkan hal tersebut. Dalam Renstra Kecamaitu ®erawan Secara
terperinci di jelaskan hambatan kegiatan penyejaraan pemerintahan di
tingkat kecamatan yaitu:
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a.Kualitas SDM pegawai yang belum merata
b.Adanya pendatang baru dengan SDM yang rendah
c.Masih terbatasnya sarana teknologi dan informasi
d.Tipe Kantor yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

Salah satu upaya lain dalam penyelenggaraan peatean desa
kecamatan Pulau Derawan mempuyai program yang dikerm Rapat
Koordinasi (RAKOR). Karena segala sesuatunya daespung dijalankan
atas dasar musyawarah. Seperti yang telah kitahlietaersama bahwa
Kecamatan Pulau Derawan terdiri dari lima (5) kangddesa. Dalam
program ini yang berperan penting ialah Camat Pulmrawan selaku
pimpinan pemerintahan dalam kecamatan Pulau DeraRapat Koordinasi
(RAKOR) Bulanan merupakan kegiatan yang selalu aw@njrutinitas
Kecamatan Pulau Derawan, didalam RAKOR membahashdialyang
berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintgaag ada di
Kecamatan Pulau Derawan. Peserta dari Rakor talakaldalah para Kepala
Desa, Sekdes, dan Para Tokoh Masyarakat. DengamyadRakor, maka
masalah-masalah desa dapat tersolusikan, kareaead@tak langsung pihak
Kecamatan selaku perpanjangan tangan dari Kabupdégat meninjau
langsung kondisi kampung, minimal dapat memberik#ormasi kepada
semua kepala desa setiap bulannya. Kendala-keydalg dihadapi didesa
pun dapat terselesaikan sedikit demi sedikit.

Pelaksanakan Pelayanan Masyarakat

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat riR&ine
Kecamatan Pulau Derawan berdasarkan misi yang imjpapai yaitu
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyardk@fpedoman pada
Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 TenfRingian Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan KateaBerau.

Berdasakan hasil wawancara diatas bahwa dalankaamgnjalankan
sistem pelayanan kecamatan Pulau Derawan berpedpada manajemen
pelayan pemerintahan atau yang disebut dengan&t@mkrasional Prosedur
(SOP). Seperti yang kita ketahui bahwa Standar @3pmral Prosedur
merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanagas pekerjaan
sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerjatams$ pemerintah
berdasarkan indikator-indikator teknis, administrd&n prosedural sesuai tata
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada umiak@ng bersangkutan.

Kemudian dalam rangka meningkatkan mutu kualtelayanan kepada
masyarakat Pemerintah kecamatan Pulau Derawanglagamelakukan IKM
(Indeks Kepuasan Masyarakat). Adapun yang menjagdinkpulan dalam
IKM bahwa Secara umum kualitas pelayanan pada p&layanan Kantor
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Camat Pulau Derawan dipersepsikan Sangat Baik ailedisyarakat
penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuaktasyarakat (IKM) yang
diperoleh yaitu berkisar di antara 81,26 — 100Mitai IKM yang diperoleh
yaitu : pada 14 unsur pelayanan = 81,38 (data Ikkbknatan Pulau Derawan
2013)

PENUTUP
Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasielgem yang telah
dilakukan berkenaan dengan implementasi peratuearepntah nomor 32 tahun

2013 tentang standar nasional pendidikan di SMAeNeh Anggana kabupaten

kutai kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan yang ada di kecamatan Pulataw@n
dituangkan melalui program-program khusus yang needdyakan
masyarakatnya, seperti Program Daerah Pemberdalykesyarakat
Kampung Mandiri (PDPM-KM) di kecamatan Pulau Deravadan dalam
rangka menjaga kondisi kepariwisataan, Pemerintabakatan Pulau
Derawan juga telah membentuk Kelompok Sadar Wi{gEKDARWIS)
yang anggotanya ialah masyarakat Kecamatan Pulaaw@e sendiri.
Selain itu Pemerintah kecamatan Pulau Derawan jetsh berhasil
melaksanakan program-program lain yang tujuan utgmadapat
memberdayakan Masyarakatnya.

2. Kegiatan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketenitoam dilakukan
Kecamatan Pulau Derawan berkoordinasi kepada pénké&it yaitu untuk
wilayah darat berkoordinasi dengan polisi wilayakimr kecamatan
Pulau Derawan dan untuk wilayah kelautan telah dwdinasi dengan
TNI angkatan laut yang ada di wilayah kecamatamad Glerawan, selain
itu pemerintah kecamatan Pulau Derawan juga merghimkepada
seluruh kampung untuk membentuk regu Polisi keamakeliling
(Poskamling).

3. Kegiatan Penerapan dan penegakan peraturan pegindadangan di
Kecamatan Pulau Derawan dilaksanakan melalui napatt sosialisasi
peraturan perundang-undangan yang diselenggarageamiatan Pulau
Derawan.

4. Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas sqedely umum di
Kecamatan Pulau Derawan dilakukan melalui kerja asaamtara
kecamatan dengan kepala kampung yang ada di kemanfatlau
Derawan kemudian mengkoordinasikan kepada selnagyarakat untuk
bersama-sama menjaga prasarana dan fasilitas patayamum di
Kecamatan Pulau Derawan.

5. Kegiatan Penyelengaraan pemerintahan di tingkaarkatan dilakukan
melalui kegiatan koordinasi untuk menyelaraskagasttugas masing-
masing seksi dalam struktur organisasi kecamatdmuHderawan, tetapi
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dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa hamblatemernal kantor

kecamatan Pulau Derawan, seperti kualitas SDM Jaglgm merata,

SDM vyang rendah terbatasnya teknologi dan inforrsaesia tipe kantor
yang tidak sesuai dengan kebutuhan, Sehingga kegmnyelenggaraan
pemerintahan menjadi terhambat.

6. Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan/etdwrahan
dilakukan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) yang eléhggarakan
setiap bulan disetiap kampung.

7. Kegiatan Pelaksanakan pelayanan masyarakat dilakidapedoman
pada manajemen pelayan pemerintahan atau yangutidefigan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan datgamal pelayanan
perkantoran di wilayah Pemerintah Kecamatan Puknaan.

Saran
Berdasarkan kesimpulam di atas tentang Implemiefasaturan

Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang RinciagaSuPokok, Fungsi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecam®aau Derawan

Kabupaten Berau, maka saran-saran yang dapat p&euikan adalah sebagai

berikut :

a. Pemerintah Kecamatan Pulau Derawan hendaknyau selalakukan
evaluasi kerja terhadap kinerja Kecamatan Pulawaien yang terfokus
pada kegiatan penyelenggaran pemerintahan karenauinya masalah di
bidang tersebut.

b. Pemeritah Kecamatan Pulau Derawan hendaknya seta&nyertakan
masyarakat atau tokoh masyarakat dalam setiap tkagi@camatan yang
kiranya dapat memberdayakan masyarakatnya.

c. Pemerintah kecamatan Pulau Derawan harus menjagadikasi dengan
kelurahan serta kepala kampung yang ada di Kecanfatéau Derawan
sehingga aspirasi masyarakat lebih muda terserap.

d. Pemerintah Kecamatan Pulau Derawan hendaknya ske&koordinasi
dengan Pemeritah Kabupaten Berau dalam rangka g@erfautuhan
sistem pemerintahan.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo, 2012Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung

Dwidjowijoto Nugroho Riant, 2008<ebijakan Publik Untuk Negara-Negara
Berkembang. Elex Media Komputindo, Jakarta

Harbani, Pasolong. 200Teori admisnitrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Indiahono, Dwiyanto. 2009Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy
Analisys. Yogyakarta: Gava Media

Miles, Matthew, B. dan A. Michael Huberman, 198Ralisis Data Kualitatif.
Universitas Indonesia (Ul-Press), Jakarta.




Implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 (Arifandi A. Razak)

Moleong J. Lexy, 1989Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya,
Bandung.

Salusu, J. 2005Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik
dan Organisasi  NonProfit. Jakarta : Gramedia Widiasurana

Sugiyono, 2007Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 1997Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulas Ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara

Widodo, Joko, 2000Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas
dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisas dan Otonomi Daerah,
Insan Cendikia, Surabaya

Widodo, Joko,2007Analisis Kebijakan Publik, Bayu Media, Malang.

Winarno, Budi, 2002Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo,
Yogyakarta.

Reverens Lainnya :

Undang-undang 32 tahun 2004 tentang PemerintataDaer

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentamggrasi Perangkat
Daerah

Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 TenfRingan Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan KatbaBerau




